
 
 S A L I N A N 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 217 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 89 TAHUN 2010 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN 

PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan jangkauan 

pelayanan serta pengaturan baik hak dan kewajiban dari 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari 

Kabupaten Tanah Laut dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah, maka perlu mengatur pola tata kelola 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari 

Kabupaten Tanah Laut;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit 

Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah 

Laut; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang  Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1213); 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.556/Menkes/SK/IV/2003 tanggal 24 April 2003 

tentang peningkatan kelas RSUD Hadji Boejasin Pelaihari 

Kabupaten Tanah Laut dari type D menjadi type C; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25); 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 89 TAHUN 

2010 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

HADJI BOEJASIN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Bab IV Bagian Kelima Belas Paragraf 2 Pasal 77 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010 

tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum daerah 

(BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari 

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2010 Nomor 89) ditambahkan 3 (tiga) ayat, 

sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 77 

 

(1) Biaya non operasional lain-lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 75 ayat (3) terdiri dari : 

a. biaya bunga; 

b. biaya administrasi bank; 

c. biaya kerugian penjualan aset tetap; 

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan 

e. biaya non operasional lain-lain. 

(2) Biaya non operasional lain-lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e diantaranya sewa rumah bagi 

tenaga medis. 

(3) Sewa rumah bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan : 

a. tidak tersedia fasilitas rumah negara; 

b. tidak memiliki rumah pribadi; dan 

c. profesi medis spesialistik; 

(4) Sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibebankan pada Anggaran Belanja BLUD. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 30 Desember 2019   

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

      Ttd 

 

  H. SUKAMTA  

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 30 Desember 2019      

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

   Ttd 

 

            MUHAMMAD DARMIN 

 

       BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR  219 


